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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah


Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis ini ditandai dengan menurunnya secara drastis nilai tukar rupiah terhadap dollar, sehingga membuat kinerja perekonomian Indonesia yang banyak mengandalkan utang dalam dollar, tapi pemasukan dalam rupiah menjadi berkurang atau mengalami penurunan. 


Kondisi perekonomian yang kurang baik ini merambah kesemua sektor, diantaranya: likuidasi beberapa bank, penutupan beberapa perusahaan, rakyat jelata hingga para Taipan (pengusaha besar) telah merasakan apa yang diakibatkan oleh badai krismon tersebut, banyak terjadi PHK, pengangguran merajalela, kemiskinan meningkat dengan pesat, banyak usaha yang bangkrut dan para taipanpun limbung, sehingga utang mereka ditanggung Negara BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah salah satu contohnya. Bahkan BHMN (Badan Hukum  Milik Negara) yang merupakan asset Negara yang biasanya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah, mereka pun bertahan dengan subsidi yang berkurang bahkan tanpa subsidi sama sekali.


Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota dan kelanjutannya. Krisis moneter  ini terjadi, meskipun secara fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. 


Ekonomi yang kuat secara fundamental adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. 


Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian sehingga masuk  dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. 


Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang badai yang sangat besar, yang tidak mampu dibendung oleh tembok penahan yang ada, yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang datang mengancam.


Dari berbagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang ada di Indonesia, PT.DI (Dirgantara Indonesia) dahulu PT.IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) juga terkena dampak dari krisis moneter yang masih dialami dampaknya sampai sekarang, di mana pemerintah mencabut subsidinya sehingga dengan segala cara PT.DI berusaha bertahan dan memperbaiki diri. Dari kondisi tersebut mau tidak mau perusahaan atau organisasi harus mampu mengambil langkah yang terbaik untuk perusahaan atau organisasi, maka dari itu perusahaan atau organisasi melakukan tindakan pahit seperti halnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dimana pada saat itu terjadi PHK besar-besaran yang hingga menyisakan hanya 3000-an karyawan. Hal tersebut dilakukan demi kehidupan perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. (http://beritadot.com.blogspot.com)


Ternyata dari PHK tersebut, menimbulkan kemelut dalam tubuh PT.DI itu sendiri. Dimana pada saat itu mantan karyawan yang terkena PHK melakukan demontrasi menuntut tunjangan PHK, hingga di ekspose oleh media. Demonstrasi yang dilakukan oleh segenap mantan karyawan tersebut dilakukan di lingkungan perusahaan. Dalam hal ini, dimana pada saat itu terjadi penghadangan terhadap karyawan yang akan memasuki wilayah PT.Dirgantara Indonesia. Mereka atau para mantan karyawan menghadang disetiap bagian pada wilayah PT.Dirgantara Indonesia. Hingga untuk karyawan sendiri untuk memasuki wilayah perusahaan harus dengan berpura-pura bukan sebagai karyawan dan untuk memasuki wilayah perusahaan pun mereka harus melalui jalur belakang. Kemelut yang terjadi pun berdampak negatif pada perusahaan atau organisasi, baik internal maupun eksternal. 


Dari internal itu sendiri, timbulnya rasa tidak aman dan nyaman pada para karyawan, kinerja (motivasi) menjadi menurun, sehingga mengakibatkan produktivitas ikut menurun (kualitas produk menurun) dimana yang berdampak pada pesanan atau penjualan produk serta nama baik Negara yang merupakan kebanggaan. Hal tersebut karena PT.DI merupakan ikon Indonesia dalam bidang industri pesawat dan merupakan prestis atau kebanggaan Indonesia. Sedangkan dampak yang terjadi pada eksternal yaitu nama baik (image) PT.DI menurun (menjadi buruk) yang mengakibatkan simpati publik dari dalam dan luar, dan kepercayaan pelanggan (simpati publik dan kepercayaan pelanggan menurun) yang mengakibatkan pesanan maupun penjualan produk dan nama baik Negara (yang merupakan kebanggaan)




Bertolak dari kondisi tersebut, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam situasi yang demikian sebuah perusahaan atau organisasi  diperlukan sebuah fungsi tertentu untuk menangani berbagai hal yang berkenaan dengan citra perusahaan atau pun hubungan perusahaan atau organisasi dengan publik-publiknya. Fungsi inilah yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan berbagai pelayanan yang berorientasi pada hubungan baik antara orang-orang pada sebuah perusahaan atau organisasi (human relations) dan penciptaan citra positif (good image) yang berasal dari pelanggan.




Dalam dunia usaha fungsi ini dikenal dengan sebutan PR (public relations) yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama humas (hubungan masyarakat). Kebutuhan akan humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi secara positif. PR dan Humas merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen, mereka bertanggung jawab langsung dalam menghadapi, membendung, menanggulangi atau mengatasinya, hingga berupaya keras bagaimana caranya memulihkan citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Situasi seperti itu merupakan “tantangan” bagi PR dan Humas untuk menjawabnya dengan kiat-kiat atau strategi dan teknik humas tertentu. Dengan kiat strategi humasnya, ia akan mampu mengatasi situasi dan persoalan.





Tugas humas dalam hal ini adalah membina hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan humas, dan disebut publik. Publik adalah merupakan setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Publik bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Unsur itu dibedakan atas publik internal dan publik eksternal. Unsur internal antara lain adalah pemegang saham, manajer atau top eksekutif, karyawan beserta keluarganya. Sedangkan yang masuk dalam publik eksternal antara lain adalah pelanggan, media massa, mantan karyawan, dan masyarakat. 





Dalam manajemen modern, keberhasilan perusahaan untuk memperoleh kepuasan publik dapat dijadikan indikator keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang gagal umumnya mengalami kehilangan kepercayaan dari pelanggan, masyarakat, karyawan, dan para publik lainnya. Oleh karena itu, tugas PR di sini adalah merawat dan mengembangkan kepercayaan unsur-unsur tersebut tadi, tentunya dengan mengembangkan hubungan baik.





Dari uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik dan perlu untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana strategi humas PT.Dirgantara Indonesia dalam mengembangkan hubungan baik dengan publik pasca pemutusan hubungan kerja (PHK)?
1.2 Identifikasi masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian (pernyataan masalah) yang telah penulis kemukakan, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan manajemen komunikasi strategik humas PT.Dirgantara Indonesia dalam pengembangan hubungan baik dengan publik pasca pemutusan hubungan kerja (PHK)?

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen komunikasi strategik humas PT.Dirgantara Indonesia dalam pengembangan hubungan baik dengan publik pasca pemutusan hubungan kerja (PHK)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan (mengeksplasikan) fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode-metode dan teknik yang tepat. Dengan demikian maksud peneliti menunjukkan apa yang akan dikerjakan oleh peneliti dan membantu peneliti menentukan langkah-langkah yang digunakan.
1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik tentang:
1. Untuk mengetahui perencanaan manajemen komunikasi strategik humas PT.Dirgantara Indonesia dalam pengembangan hubungan baik dengan publik pasca pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen komunikasi strategik humas PT.Dirgantara Indonesia dalam pengembangan hubungan baik dengan publik pasca pemutusan hubungan kerja (PHK)
1.4 Kegunaan Penelitian
Dari sudut kepentingan teoritik, signifikasi penelitian ini diharapkan dapat:
1. Melengkapi dan memperjelas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti tentang humas khususnya yang berkaitan dengan pembinaan hubungan jangka panjang dengan publik, baik yang menggunakan 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melengkapi konsep dan teori dalam bidang humas umumnya, khususnya yang berkenaan dengan pembinaan hubungan jangka panjang dengan publik.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian lanjutan mengenai efektifitas humas untuk meningkatan keprofesionalan para anggota organisasi, serta untuk peningkatan citra organisasi.


Dari kepentingan praktis:

1. Bagi Perusahaan


Dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun motivasi kepada perusahaan khususnya para praktisi Humas PT.Dirgantara Indonesia dalam merancang serta membangun langkah-langkah yang lebih kreatif dan aspiratif dalam membangun hubungan baik dengan para publiknya.
2. Bagi Program Studi


Sebagai bahan masukan untuk mahasiswa program studi ilmu komunikasi selanjutnya yang akan meneliti tentang kegiatan kehumasan dalam mengembangkan hubungan baik.

3. Bagi Peneliti


Adalah sebagai syarat kelulusan program studi yang penulis sedang tempuh yaitu studi ilmu komunikasi dengan jenjang strata-1. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media pengembangan dengan praktek yang didapat di lapangan.

1.5 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan alur penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Mengingat fungsinya sangat penting dalam penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut:
1.1.1. Kerangka Teoritis

Istilah strategic manajement sering disebut pula rencana strategik atau rencana jangka panjang perusahaan. Dalam suatu rencana strategik, perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Berapa lama waktu yang akan dicakup tentu amat bervariasi. Kata strategi sendiri mempunyai pengertian yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun dari luar. 
Manajemen strategik juga dimaksudkan agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu hal yang paling dasar bagi setiap manajer di dalam perusahaan adalah mengetahui dengan pasti arah yang sedang dituju oleh perusahaan dan arah bagian yang dipimpinnya. 

Humas memberi sumbangan-sumbangan yang sangat besar bagi perusahaan dengan mengembangkan hubungan-hubungan yang harmonis dengan publiknya agar perusahaan dapat mengembangkan kemampuannya mencapai misinya. Dalam membuat manajemen strategik, para praktisi humas perlu menyimak tahapan yang dikemukakan oleh Grunic & Repper (Grunic, 1992 : 124)

1. Tahap stakeholders, pada tahap ini humas harus melakukan survey untuk terus membaca perkembangan lingkungannya, dan membaca perilaku organisasinya serta menganalisis konsekuensi yang akan timbul. Komunikasi yang dilakukan secara kontinu dengan stakeholders ini membantu organisasi untuk tetap stabil.
2. Tahap publik, pada tahap ini humas perlu terus menerus mengindentifikasi publiknya yang muncul terhadap berbagai problem. Biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam pada suatu focus group.
3. Tahap isu, pada tahap ini humas perlu mengantisipasi dan responsif terhadap isu-isu. Langkah ini dalam manajemen dikenal sebagai issues management. Pada tahap ini media memegang peranan yang sangat penting karena media akan mengangkat suatu pokok persoalan kepada masyarakat dan masyarakat akan menanggapinya. Media mempunyai peranan yang sanagt besar dalam perluasan isu dan bahkan membelokkannya sesuai dengan persepsinya. Media dapat melunakkan sikap publik atau sebaliknya, meningkatkan perhatian publik, khususnya bagi hot issue, yakni yang menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam prakteknya para praktisi humas perlu membuat sebuah rancangan komunikasi strategik, sebelum membuat rancangan tersebut perlu memperhatikan beberapa karakter pendekatan yang digagas oleh Wilson & Ogden (2004 : 9-10) sebagai berikut:

1. Karakteristik yang pertama mencakup visi jangka panjang.
2. Adanya suatu komitmen pada masyarakat, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan.
3. Dasar komitmen masyarakat yang merupakan suatu orientasi nilai organisasitoris yang menenkankan pentingnya orang-orang.
4. Bekerjasama dalam memecahkan masalah.
5. Dalam membangun hubungan dengan semua publik harus didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan dan martabat manusia, tidak hanya tertarik pada keuntungan sendiri.

Selanjutnya dalam membuat rancangan komunikasi strategik, Wilson & Ogden (2004 : 12-13) menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama, latarbelakang. Perencanaan yang dimulai dengan sintese tentang  riset sekunder dan utama yang menyediakan informasi latar belakang atas industri, lingkungan eksternal, produk atau program, situasi pasar dan kecenderungan arus di (dalam) pendapat dan sikap. Bagian latar belakang juga mengidentifikasi dan profil publik potensial yang mungkin dipengaruhi oleh masalah atau bisa membantu dalam pemenuhannya. Campurtangan publik dan sumber daya yang tersedia juga dikenali.
Langkah kedua, analisis situasi. Analisis situasi terdiri dari dua macam. Pertama adalah suatu statemen situasi yang sekarang dan suatu uraian tantangan atau kesempatan berdasar pada riset. Kedua  mengidentifikasi berbagai kesulitan yang potensial dan berhubungan dengan permasalahan.
Langkah Ketiga, masalah inti atau kesempatan. Masalah inti atau kesempatan yang menghukum statemen prospek atau kesukaran yang utama termasuk konsekwensi potensial jika tidak dipecahkan atau direalisir.
Langkah keempat, tujuan antara dan tujuan tujuan akhir. Tujuan akhir merupakan statemen yang  dicapai untuk memecahkan masalah inti atau menangkap suatu kesempatan penting. Sedangkan sasaran hasil dinomori dari hasil spesifik yang akan mendorong kearah prestasi gol itu. Tujuan antara harus spesifik, terukur, dapat dicapai, waktu terikat dan misi yang dikemudikan.
Langkah kelima, publik kunci dan pesan. Publik kunci meliputi suatu uraian dari setiap pendengar yang harus dicapai untuk mencapai sasaran hasil dan gol. Terdapat empat unsur yang harus dikenali untuk masing-masing publik atau pendengar, diantaranya yaitu:
1. Profil psikografi dan demografis
2. Memotivasi diri – minat
3. Status tentang hubungan sekarang dengan organisasi dan isu
4. Pihak ketiga yang berpengaruh dan lain para pemimpin pendapat
Langkah keenam, strategi dan taktik. Strategi mengidentifikasi pendekatan untuk mengirimkan pesan kepada masing-masing publik melalui  saluran spesifik dalam  pesanan untuk memotivasi tindakan. Sedangkan taktik adalah alat komunikasi dan tugas yang diperlukan untuk mendukung masing-masing strategi.
Langkah ketujuh, penanggalan. Penanggalan harus terorganisir oleh publik dan strategi dengan membuat jadwal siasat masing-masing.
Langkah kedelapan, anggaran. Anggaran juga terorganisir oleh publik dan strategi.
Langkah kesembilan, konfirmasi komunikasi. Konfirmasi komunikasi mengkonfirmasikan logika rencana dengan mengubahnya ke dalam statemen pendek atau singkat untuk masing-masing publik dalam format bentuk tabel.
Langkah kesepuluh, ukuran-ukuran dan alat evaluasi. Ukuran-ukuran evaluasi adalah ukuran yang spesifik yang digunakan untuk menentukan sukses dari tiap sasaran hasil. Alat evaluasi adalah metoda yang spesifik yang dikenali oleh masing-masing ukuran. Evaluasi harus tercakup di penanggalan dan anggaran.
Tabel 1.1
10 langkah perencanaan komunikasi strategik
	No
	Langkah Perencanaan

	
	· Riset

	1
	Latar belakang

	2
	Analisis situasi

	3
	Masalah inti atau kesempatan

	
	· Perencanaan tindakan

	4
	Tujuan antara dan tujuan akhir

	5
	Publik kunci dan pesan

	6
	Strategi dan taktik

	7
	Penanggalan

	8
	Anggaran

	
	· Komunikasi 

	9
	Konfirmasi komunikasi

	
	· Evaluasi 

	10
	Ukuran-ukuran dan alat evaluasi


  Sumber: Wilson dan Ogden, 2004
1.1.2. Kerangka Konseptual
Berdasarkan kepada keranka teoitik dapat dikatakan, humas dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dapat membangun serta menjaga citra perusahaannya, karena citra tersebut merupakan identitas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya citra baik ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan atau organisasi. Hal ini tentu saja akan mendorong anggota organisasi atau perusahaan untuk, meningkatkan kinerjanya, karena mereka lebih merasa percaya diri. Kepercayaan publik juga dengan sendirinya akan mendorong motivasi berprestasi pada anggota organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kinerja yang baik ini akan berakibat pada meningkatnya kualitas layanan dan produk, sehingga dapat meningkatkan citra baik organisasi atau perusahaan.
Gambar 1.1
Kinerja Humas






Sumber: Diadopsi dari Grunic & Repper (Grunic, 1992)
Dalam meningkatkan citra baik itu para praktisi humas perlu membangun hubungan baik dengan para publiknya, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu maka perlu dibuat suatu bentuk komunikasi yang bersifat strategis.
Gambar 1.2
Bentuk Komunikasi Strategik





Sumber: Diadopsi dari Wilson & Ogden (2004)

Kaitannya dengan kasus di  PT. Dirgantara Indonesia (DI), praktisi humas PT. Dirgantara Indonesia (DI) harus dapat membangun serta menjaga citra  perusahaan  di mata publik atau masyarakat, akibat kemelut di  PT. Dirgantara Indonesia (DI) akhir-akhir ini, sebagai konsekuensi adanya PHK besar-besaran, sehingga di ekspose oleh berbagai media. Peristiwa tersebut tentu saja membuat citra atau nama baik perusahaan menjadi menurun di mata publik atau masyarakat. Selain itu praktisi humas PT. Dirgantara Indonesia (DI) dituntut untuk menciptakan rasa aman pada karyawan, terlebih dengan adanya masalah atau peristiwa tersebut, sehingga para karyawan terdorong untuk berprestasi lebih baik lagi.
1.6 Metodologi Penelitian 
1.1.1 Metode Penelitian

Penelitian pada studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 4), metodologi kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data deskriptif, baik yang tertulis maupun lisan, dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan, artinya tidak boleh diisolasikan ke dalam variabel atau hipotesis.
Menurut Nawawi dan Martini (1994 : 174), penelitian kualitatif atau naturalistik merupakan “…penelitian yang bersifat atau yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.” Penelitian kualitatif menggunakan strategi penelitian yang tidak terstruktur. Berusaha untuk menggunakan apa yang ada di masyarakat, dalam subjek penelitian secara ilmiah. 
Penelitian ini bersifat eksploratif; penelitian yang secara sederhana menggambarkan apa yang nampak atau muncul dari sejumlah variabel atau berusaha mengggali hal-hal baru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan hubungan baik. Sebab itu penelitian kualitatif bersifat terbuka terhadap kemungkinan melakukan rancangan ulang (redesigning). Untuk itu Bogdan dan Taylor (1975 : 11) menjelaskan, “Just as different people may interpret the sama things differently, so too may the same person interpret things differently at different times.” Sama halnya orang yang berbeda boleh menginterpretasikan sama berbagai hal dengan cara yang berbeda, maka mungkin juga yang sama orang menginterpretasikan berbagai hal dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor tentunya tidak lepas dari keunikan realitas serta tingkah laku sosial sendiri. Demikian pula dengan PR dan publik di mana segenap tingkah laku tak lepas dari makna serta interpretasi yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosio budanyanya. 

Sebab itu tingkah laku manusia atau setting sosio budanya hanya dapat dimengerti jika kita mampu menarik inferensi melalui proses penghayatan terhadap makna sebagai akibat proses interaksi dengan lingkungannya (Faisal, 1990 : 2)

Karenanya segenap perbedaan penilaian antara PR dan publik bukanlah merupakan realitas tunggal, mekanistis dan bebas dari sistem kompleks makna. Ia baru dapat dipahami apabila ditempatkan dengan strukstur sistem makna secara menyeluruh yang menjadi konteksnya.
Hal-hal seperti inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengunakan jenis penelitian kualitatif. Melalui jenis penelitian ini diharapkan makna yang mendasari perbedaan penilaian antara PR dan publik dapat dipahami.
1.6.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu para praktisi humas atau hubungan masyarakat PT. Dirgantara Indonesia (DI) informan kunci dalam penelitian ini yaitu praktisi humas yang menempati posisi menentukan dalam seluruh aktivitas humas PT. Dirgantara Indonesia (DI). 

Para praktisi humas yang tidak menduduki posisi menentukan, menjadi informan pokok pendukung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari informan kunci.
Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penelitian sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Di dalam A Handbook of Qualitative Research (Jensen & Jankowski, 53-82) dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Document analysis, digunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik yang berupa documents maupun record, seperti makalah, jurnal, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya atau tulisan-tulisan lain berkenaan dengan pengembangan hubungan baik.
2. Dept interviewing, wawancara mendalam dengan nara sumber dalam hal ini praktisi humas PT. Dirgantara Indonesia (DI). Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengembangan hubungan baik secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. Unstructure observation, observasi langsung yang tidak terstruktur yaitu melihat serta mempelajari pengembangan hubungan baik serta hal-hal yang terkait tanpa menggunakan panduan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti berusaha memperhatikan dan merekam hal-hal atau data/informasi yang berkaitan dengan pengembangan hubungan baik.
Masing-masing jenis data memiliki keunggulan sendiri. Dokumen dan rekaman atau catatan, misalnya, merupakan sumber yang labil, akurat dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Selain itu ia juga merupakan data yang secara legal dapat diterima serta tidak memberikan reaksi apa pun pada peneliti sebagaimana halnya sumber data yang berupa manusia dan memiliki nilai pertanggung jawaban.

Wawancara mendalam memiliki kelebihan tersendiri karena tidak saja dapat menggali apa yang diketahui dan dialami seseorang atau subyek yang diteliti tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek bersangkutan. Kepadanya juga dapat ditanyakan hal-hal yang bersifat lintas waktu.

Sedangkan observasi memiliki keunggulan lain yang tak dapat ditandingi oleh wawancara maupun dokumen atau catatan. Bagaimana pun observasi menyajikan fakta secara lebih realitas apa adanya. Karena kata-kata selamanya tak dapat menggantikan keadaan yang sebenarnya.
1.6.3 Teknik Analisis Data


Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa, maka analisis data juga disesuaikan dengan metode penelitian.



Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.   Penyeleksian data, menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyeleksian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.
2.   Klasifikasi data, yaitu mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan pembahasan, berusaha untuk menyusun laporannya secara tersistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis memberikan penjelasan secara lebih detail.
3.   Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskannya dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.
4.   Analisa hasil penelitian, yaitu tahap akhir dengan menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dan berusaha membandingkannya dengan berbagai teori atau penelitian sejenis lainnya dengan data yang diperoleh secara nyata di lapangan. Menganalisa hasil penelitian dilakukan untuk dapat memperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan dan berusaha untuk membuahkan suatu kerangka pikir atau menguatkan yang ada.
1.6.4 Aspek-aspek yang Digali



Aspek-aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini, khususnya dalam mengkaji manajemen komunikasi strategik yang dilakukan oleh para praktisi humas di PT. Dirgantara Indonesia (DI), yaitu (1) langkah-langkah dalam membuat perencanaan manajemen komunikasi strategik, dan (2) langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen komunikasi strategik.


Dalam tahapan perencanaan manajemen komunikasi strategik, yang menjadi unit analisisnya yaitu, (1) riset, (2) perencanaan tindakan, (3) konfirmasi komunikasi dan (4) kriteria penilaian. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, yang menjadi unit analisisnya yaitu (1) wujud konkrit, (2) hasil yang dicapai, dan (3) faktor pendukung dan penghambat.
Tabel 1.2
Aspek yang Digali dan Teknik Pengumpulan Data
	Aspek yang Digali
	Unit Analisis
	Deskripsi
	Teknik Pengumpulan Data

	Perencanaan Manajemen Komunikasi Strategik
	Riset
	· Mengumpulkan informasi  awal tentang situasi dan kondisi aktual
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	
	
	· Mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kekuatan
	

	
	
	· Mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang
	

	
	
	· Mengidentifikasi berbagai masalah inti
	

	
	
	· Memprediksi konsekuensi yang harus diterima
	

	
	Perencanaan tindakan
	· Menentukan tujuan antara dan tujuan akhir
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	
	
	· Mengidentifikasi karakteristik audiens seperti demografi, psikografi, minat dan status
	

	
	
	· Menentukan pendekatan-pendekatan dalam mengirim pesan
	

	
	
	· Saluran-saluran yang digunakan
	

	
	
	· Menentukan waktu yang digunakan dalam membuat perencanaan strategik
	

	
	
	· Menentukan besaran anggaran untuk setiap taktik
	

	
	Komunikasi
	· Membuat tabel penjelasan komunikasi
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	
	Evaluasi (penilaian)
	· Menentukan alat-alat dan syarat-syarat penilaian
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	Pelaksanaan Manajemen Komunikasi strategik
	Hasil yang dicapai
	· Wujud konkrit
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	
	
	· Tingkat keberhasilan
	

	
	
	· Efektivitas perencanaan
	

	
	
	· Konsekuensi yang harus diterima
	

	
	Pendukung dan penghambat
	· Faktor-faktor yang memudahkan pelaksanaan
	Wawancara dan analisis dokumentasi

	
	
	· Faktor-faktor yang mempersulit pelaksanaan
	

	
	solusi
	· Cara-cara dalam mengatasi hambatan-hambatan
	Wawancara dan analisis dokumentasi


1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  mulai pada bulan Maret – Agustus 2009, lama penelitian adalah 6 (enam) bulan. Adapun lokasi penelitiannya di Jl. Pajajaran 154 Bandung 40174.

1.8 Jadual Penelitian
Tabel 1.3
Tabel Jadwal Penelitian
	Kegiatan
	Tahun 2009

Bulan

	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	Persiapan dan Pengajuan Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACC Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Bab I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revisi Bab I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Bab II dan Bab III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Bab IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Bab V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sidang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.9 Sistematika Penulisan



Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara rinci sistematika penulisan ini akan penulis uraikan sebagai berikut:
BAB 1
:   PENDAHULUAN






Merupakan bab awal dari gambaran yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, Jadual penelitian dan sistematika pernelitian.

BAB II
:  TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan mengenai telaahan terhadap kajian sebelumnya dan mengenai landasan teoritik.


BAB III
:  OBJEK PENELITIAN
Pada bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum PT. Dirgantara Indonesia (DI).
BAB IV
:  ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil temuan dan analisis data.
BAB V
:  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukkan bagi peneliti selanjutnya dan bagi perusahaan.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Hingga kini tidak sedikit buku yang mengupas tentang membina hubungan baik dengan jangka panjang publik dari berbagai perspektif, di antaranya ada yang secara khusus mengupas tentang publik tapi ada juga yang berupa sub bab dari pembahasan tentang lingkup (scope) Public Relations. Rhenald Kasali (2005), di bawah judul Manajemen Public Relations, mengupas mengenai mengelola publik dari sudut pandang deskriptif. Dan masih banyak lagi tulisan yang mengkaji publik dari berbagai perspektif. 
Dari sudut pandang deskriptif, publik lebih disorot sebagai kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Kajian ini juga mengetengahkan kepada kita bahwa publik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Disamping menelaah publik dari sudut pandang desktiptif, dalam bukunya Manajemen Public Relations Rhenald Kasali juga menelaah publik dari sisi historis. Rhenald Kasali memberikan wawasan atau cakrawala mengenai betapa pentingnya publik dalam suatu perusahaan.
Ada juga yang melakukan kajian terhadap publik berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praktisi public relations terhadap publik. Seperti halnya Neni Yulianita (2003), dalam bukunya dasar-dasar public relations. Di sini ia mengungkapkan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk membina hubungan dengan para publik. Dimana kegiatan tersebut sangat besar pengaruhnya bila dilakukan untuk dapat membina hubungan.
Pada dasarnya publik merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan. Dimana dalam perusahaan publik tersebut ikut andil dalam jalannya suatu perusahaan. Dalam hal ini, praktisi public relations harus dapat dan tetap membina hubungan baik dengan mereka, serta dapat menjaga kepercayaan dari mereka. 
Berhubungan dengan image atau bisa dikatakan dengan nama baik taupun cita perusahaan, dalam hal ini sebagai seorang praktisi public relations harus dapat untuk menjaga image tersebut. Dalam hal ini, banyak yang mengkaji mengenai image tersebut. Ada juga yang melakukan kajian terhadap image mengenai suatu perusahaan. 
Dalam hal ini, peneliti dalam penelitian mencoba mengkaji image dalam arti praktisi public relations dalam mengembangkan hubungan baik.  Harus diakui, jika dibandingkan dengan kajian-kajian ilmiah lainnya, di Indonesia, kajian ilmiah tentang hal ini, khususnya image dalam mengembangkan hubungan baik, masih belum banyak berkembang. Penelitian tentang image yang dilakukan untuk kepentingan skripsi, tesis, disertasi dan penelitian lain lebih banyak menekankan pada image yang berkaitan dengan image perusahaan. Analisisnya pun lebih banyak tertuju pada image perusahaan. 
1.1. Public Relations


Humas adalah salah satu metode komunikasi yang saat ini semakin kuat berkembang. Setiap perusahaan baik disadari maupun tidak disadari, membutuhkan seorang praktisi humas yang handal. Sebagai  penghubung antara perusahaan dengan publiknya. Pada hakikatnya humas merupakan kegiatan komunikasi secara timbal balik (two way traffic communication), dimana arus komunikasi timbal balik harus dilakukan dalam kegiatan humas (Soemirat & Ardianto, 2004).


Menurut Seidel (Soemirat & Ardianto, 2004:12), humas merupakan proses yang berkesinambungan untuk memperoleh goodwill (kemauan baik) dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas, disamping untuk memperbaiki diri sendiri. Sementara itu menurut Bonham (Abdurachman, 2001:25). Humas merupakan seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi.


Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat kita lihat bahwa tujuan mendasar dari kegiatan humas adalah menciptakan sikap saling pengertian antara perusahaan dengan para publiknya. Oleh sebab itu, idealnya seorang praktisi humas dapat membujuk dan memengaruhi publik, karena perubahan sikap dan perilaku publik merupakan umpan balik dari komunikasi yang dilakukan humas. 


Public relations mencakup kegiatan yang sangat luas. Menurut White dan Mazur (1993 : 12) ruang lingkup humas meliputi: 

1. Corporate communications
2. Issues management
3. Product publicity
4. Investor relations
5. Financial communications
6. Lobbying
7. Public affairs
8. Media relations
9. Community affairs
10. Crisis management
11. Events management
12. Sponsorship 
1.2. Publik Dari Publik Relations



Istilah publik dalam public relations yaitu khalayak sasaran dari kegiatan publik relations. Publik itu disebut juga dengan publik, yakni kumpulan-kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum dibedakan antara publik internal dengan publik eksternal. Publik internal yaitu publik yang berada di dalam perusahaan, sedangkan publik eksternal yaitu mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan.
Walau demikian, Kasali (2005:11) membagi publik menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:
1. Publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan. Publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan.
2. Publik primer, sekunder dan marjinal. Dalam menjalankan kampanye public relations tentunya tidak semua stakeholder akan diterpa oleh pesan-pesan yang di sampaikan, sehingga di susunlah prioritas. Berdasarkan prioritas itu, maka di tetapkan maka publik yang kurang penting atau publik sekunder, dan publik yang bisa diabaikan, yakni publik marjinal.
3. Publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah publik yang pada saat sekarang sudah berhubungan dengan organisasi seperti karyawan dan pelanggan. Sedangkan publik masa depan adalah publik yang pada masa depan diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi, seperti para mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.
4. Proporments, opponents dan uncommitted. Di antara publik-publik itu, tentu ada publik yang menentang organisasi (opponents), yang berpihak pada organisasi (proponents) dan publik yang tak perduli (uncommitted).
5. Silent majority dan vocal majority. Dari kalangan publik yang menentang atau memihak organisasi tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vocal, namun ada pula yang mengatakannya secara pasif (silent)

Dari pengategorisasian ini dapat kita ketahui bahwa publik internal dan eksternal dibagi berdasarkan posisi atau keberadaan publiknya, sementara publik di kategorikan berdasarkan kepentingan diantaranya publik primer, sekunder, marjinal, proponents, opponents, uncummited, silent mayority dan vocal mayority. Untuk publik tradisional dan publik masa depan dibedakan berdasarkan waktu ketika berhubungan dengan organisasi atau suatu perusahaan.
1.3. Fungsi, Tugas dan Tujuan Public Relations



Menurut Jefkins (1999) tugas utama seorang praktisi public relations yaitu menciptakan dan memelihara saling pengertian, untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Public relations juga bertujuan untuk membuat adanya saling pengertian di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akan terjadi komunikasi timbal balik yang baik. Selain itu, public relations juga memiliki beberapa fungsi manajerial.



Menurut Cutlip, Center dan Canfeld (Ruslan, 2005) fungsi public relations dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi merekat pada mana lembaga atau organisasi).
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisai dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.

3. Mengindentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi diwakilinya atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi: publikasi serta pesan dari bahan atau organisasi publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.
6. Dari fungsi public relations tersebut dapat dilihat bahwa public relations lebih menitikberatkan pada penciptaan dampak yang menyenangkan pada publik perusahaannya. Public relations menjunjung kegiatan manajemen dan menjalin hubungan yang baik dan harmonis baik ke dalam (orang-orang di dalam perusahaan) maupun ke luar (orang-orang berada di luar perusahaan).
Dengan adanya hubungan yang baik tersebut diharapkan komunikasi pun terjalin dengan baik dan menghasilkan dampak timbal balik yang baik pula.  Public relations juga berfungsi melayani publik dengan memberikan informasi yang berkenaan dengan perusahaan tempat public relations bernaung. Memberikan keterangan atau penjelasan kepada publik dengan jujur akan menimbulkan opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan itu. Hal itu dilakukan karena publik akan merasa diikutsertakan dalam usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan perusahaan. 
Melihat dari penjabaran fungsi public relations tersebut, kita dapat mengetahui ruang lingkup tugas public relations, yaitu ke dalam dan ke luar. Menurut Soemirat dan Ardianto (2004) tugas public relations ke dalam adalah membina mental karyawan agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga atau perusahaan ketika mereka bekerja, menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan dinamis, dan mendorong timbulnya kesadaran lembaga atau perusahaan.
Tugas public relations adalah mengusahakan timbulnya sikap dan citra (image) publik yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah tindakan organisasi atau perusahaan.  Berdasarkan pengertian, fungsi dan tujuan ini dapat disimpulkan bahwa public relations  selalu berupaya membentuk citra positif suatu oganisasi atau perusahaan di mata publiknya. Menurut Seitel (Soemirat & Ardianto, 2004:111), umumnya perusahaan meyakini bahwa citra positif sangat penting dan berkesinambungan yang berkelanjutan.
Citra menurut Canton (Soemirat & Ardianto, 2004:111-112) adalah “…the impression, the feeling, the conception which the public has of a company; a concioussly created impression of a object, person or organization.”. Jadi, citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif atau agar terbentuk favorable opinion.

Ada beberapa jenis citra, seperti yang dikemukakan oleh Anggoro (2005):

1. Citra bayangan (mirror image)
Adalah citra yang dianut oleh orang-orang yang berada dalam suatu organisasi, mengenai pandangan luar terhadap organisasinya.
2. Citra yang berlaku (current image)
Adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi
3. Citra harapan (wish image)
Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen
4. Citra perusahaan (corporate image)
Adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada produk dan pelayanannya saja atau yang biasa dikenal dengan citra lembaga
5. Citra majemuk (multiple image)
Adalah citra yang muncul dari berbagai unit atau individu yang berdasar atas peranan dan perilaku itu sendiri, sehingga citra yang terbentuk belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.

1.4. Public Relations dan Manajemen SDM



Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa praktek public relations sangat erat dengan aktivitas manajerial. Pada dasarnya aktivitas public relations yaitu memenej (to manage) sikap dan perilaku publik sebagai salah satu modal atau sumber daya perusahaan atau organisasi. dalam mengelola sumber daya ini public relations mengantisipasi setiap permasalahan, isu, peristiwa peluang atau kesempatan, termasuk mengelokasikan orang-orang dalam berbagai kegiatan.



Untuk melakukan aktivitas manajerial ini, tentu saja diperlukan keterampilan yang sesuai dengan setiap tingkatan. Biasanya agar aktivitas manajerial ini berjalan dengan baik, maka setiap tim terdiri dari sejumlah kecil praktisi public relations yang handal. Oleh sebab itu agar praktek public relations ini berhasil dengan baik, maka para praktisi public relations harus menetapkan tujuan dan strategi komunikasinya. Untuk mengembangkan sebuah strategi komunikasi yang efektif, maka perlu untuk membuat sebuah konsep, menyeleksi alat yang akan digunakan untuk menyampaikan konsep tersebut, menghitung anggaran, menghitung waktu pelaksanaan. Selain itu fungsi komunikasi organisasi perlu ditetapkan dan dimenej (diantur).



Agar proses manajerial tersebut efektif, maka para praktisi public relations harus memiliki kriteria sebagai berikut (White & Mazur, 1996 : 106):

1. Berpendidikan tinggi dan berpengalaman.

2. Memiliki kemampuan analitik
3. Memiliki keterampilan dalam bidang komunikasi, terutama dalam menjelaskan setiap permasalahan klien, pengguna atau pemilik organisasi atau perusahaan.
4. Memiliki kemahiran dalam bekerja terutama dalam melaksanakan tugas-tugas public relations.
5. Memiliki kemampuan memimpin.

1.5. Manajemen Komunikasi Strategik
Istilah strategic manajement sering disebut pula rencana strategik atau rencana jangka panjang perusahaan. Dalam suatu rencana strategik, perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Berapa lama waktu yang akan dicakup tentu amat bervariasi. Kata strategi sendiri mempunyai pengertian yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun dari luar. 
Manajemen strategik juga dimaksudkan agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu hal yang paling dasar bagi setiap manajer di dalam perusahaan adalah mengetahui dengan pasti arah yang sedang dituju oleh perusahaan dan arah bagian yang dipimpinnya. 

Public relations memberi sumbangan-sumbangan yang sangat besar bagi perusahaan dengan mengembangkan hubungan-hubungan yang harmonis dengan stakeholdersnya agar perusahaan dapat mengembangkan kemampuannya mencapai misinya. Dalam membuat manajemen strategik, para praktisi public relations perlu menyimak tahapan yang dikemukakan oleh Grunic & Repper (Grunic, 1992 : 124)
1. Tahap stakeholders, pada tahap ini public relations harus melakukan survey untuk terus membaca perkembangan lingkungannya, dan membaca perilaku organisasinya serta menganalisis konsekuensi yang akan timbul. Komunikasi yang dilakukan secara kontinu dengan stakeholders ini membantu organisasi untuk tetap stabil.
2. Tahap publik, pada tahap ini public relations perlu terus menerus mengindentifikasi publiknya yang muncul terhadap berbagai problem. Biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam pada suatu focus group.
3. Tahap isu, pada tahap ini public relations perlu mengantisipasi dan responsif terhadap isu-isu. Langkah ini dalam manajemen dikenal sebagai issues management. Pada tahap ini media memegang peranan yang sangat penting karena media akan mengangkat suatu pokok persoalan kepada masyarakat dan masyarakat akan menanggapinya. Media mempunyai peranan yang sanagt besar dalam perluasan isu dan bahkan membelokkannya sesuai dengan persepsinya. Media dapat melunakkan sikap publik atau sebaliknya, meningkatkan perhatian publik, khususnya bagi hot issue, yakni yang menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam prakteknya para praktisi public relations perlu membuat sebuah rancangan komunikasi strategik, sebelum membuat rancangan tersebut perlu memperhatikan beberapa karakter pendekatan yang digagas oleh Wilson & Ogden (2004 : 9-10) sebagai berikut:

1. Karakteristik yang pertama mencakup visi jangka panjang.
2. Adanya suatu komitmen pada masyarakat, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan.
3. Dasar komitmen masyarakat yang merupakan suatu orientasi nilai organisasitoris yang menenkankan pentingnya orang-orang.
4. Bekerjasama dalam memecahkan masalah.
5. Dalam membangun hubungan dengan semua publik harus didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan dan martabat manusia, tidak hanya tertarik pada keuntungan sendiri.

Selanjutnya dalam membuat rancangan komunikasi strategik, Wilson & Ogden (2004 : 12-13) menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama, latarbelakang. Perencanaan yang dimulai dengan sintese tentang  riset sekunder dan utama yang menyediakan informasi latar belakang atas industri, lingkungan eksternal, produk atau program, situasi pasar dan kecenderungan arus di (dalam) pendapat dan sikap. Bagian latar belakang juga mengidentifikasi dan profil publik potensial yang mungkin dipengaruhi oleh masalah atau bisa membantu dalam pemenuhannya. Campurtangan publik dan sumber daya yang tersedia juga dikenali.
Langkah kedua, analisis situasi. Analisis situasi terdiri dari dua macam. Pertama adalah suatu statemen situasi yang sekarang dan suatu uraian tantangan atau kesempatan berdasar pada riset. Kedua  mengidentifikasi berbagai kesulitan yang potensial dan berhubungan dengan permasalahan.
Langkah Ketiga, masalah inti atau kesempatan. Masalah inti atau kesempatan yang menghukum statemen prospek atau kesukaran yang utama termasuk konsekwensi potensial jika tidak dipecahkan atau direalisir.
Langkah keempat, tujuan antara dan tujuan tujuan akhir. Tujuan akhir merupakan statemen yang  dicapai untuk memecahkan masalah inti atau menangkap suatu kesempatan penting. Sedangkan sasaran hasil dinomori dari hasil spesifik yang akan mendorong kearah prestasi gol itu. Tujuan antara harus spesifik, terukur, dapat dicapai, waktu terikat dan misi yang dikemudikan.
Langkah kelima, publik kunci dan pesan. Publik kunci meliputi suatu uraian dari setiap pendengar yang harus dicapai untuk mencapai sasaran hasil dan gol. Terdapat empat unsur yang harus dikenali untuk masing-masing publik atau pendengar, diantaranya yaitu:
1. Profil psikografi dan demografis
2. Memotivasi diri – minat
3. Status tentang hubungan sekarang dengan organisasi dan isu
4. Pihak ketiga yang berpengaruh dan lain para pemimpin pendapat
Langkah keenam, strategi dan taktik. Strategi mengidentifikasi pendekatan untuk mengirimkan pesan kepada masing-masing publik melalui  saluran spesifik dalam  pesanan untuk memotivasi tindakan. Sedangkan taktik adalah alat komunikasi dan tugas yang diperlukan untuk mendukung masing-masing strategi.
Langkah ketujuh, penanggalan. Penanggalan harus terorganisir oleh publik dan strategi dengan membuat jadwal siasat masing-masing.
Langkah kedelapan, anggaran. Anggaran juga terorganisir oleh publik dan strategi.
Langkah kesembilan, konfirmasi komunikasi. Konfirmasi komunikasi mengkonfirmasikan logika rencana dengan mengubahnya ke dalam statemen pendek atau singkat untuk masing-masing publik dalam format bentuk tabel.
Langkah kesepuluh, ukuran-ukuran dan alat evaluasi. Ukuran-ukuran evaluasi adalah ukuran yang spesifik yang digunakan untuk menentukan sukses dari tiap sasaran hasil. Alat evaluasi adalah metoda yang spesifik yang dikenali oleh masing-masing ukuran. Evaluasi harus tercakup di penanggalan dan anggaran.
Tabel 2.1
10 langkah perencanaan komunikasi strategik
	No
	Langkah Perencanaan

	
	· Riset

	1
	Latar belakang

	2
	Analisis situasi

	3
	Masalah inti atau kesempatan

	
	· Perencanaan tindakan

	4
	Tujuan antara dan tujuan akhir

	5
	Publik kunci dan pesan

	6
	Strategi dan taktik

	7
	Penanggalan

	8
	Anggaran

	
	· Komunikasi 

	9
	Konfirmasi komunikasi

	
	· Evaluasi 

	10
	Ukuran-ukuran dan alat evaluasi


  Sumber: Wilson dan Ogden, 2004
1.6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Apabila kita mendengar istilah PHK, yang biasa terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak pengusaha karena kesalahan pekerja. Karenanya, selama ini singkatan ini memiliki konotasi negatif. Padahal, kalau kita tilik definisi di atas yang diambil dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya tidak persis sama dengan pengertian dipecat.
Tergantung alasannya, PHK mungkin membutuhkan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) mungkin juga tidak. Meski begitu, dalam praktek tidak semua PHK yang butuh penetapan dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan, baik karena tidak perlu ada penetapan, PHK tidak berujung sengketa hukum, atau karena pekerja tidak mengetahui hak mereka. Sebelum Pengadilan Hubungan Industrial berdiri pada 2006, perselisihan hubungan Industrial masih ditangani pemerintah lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
1.1.1. Pekerja Kontrak dan Tetap


Pengaturan kompensasi PHK berbeda untuk pekerja kontrak (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan pekerja tetap (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu-PKWTT). Dalam hal kontrak, pihak yang memutuskan kontrak diperintahkan membayar sisa nilai kontrak tersebut. Sedangkan bagi pekerja tetap, diatur soal wajib tidaknya pengusaha memberi kompensasi atas PHK tersebut. 


Dalam PHK terhadap pekerja tetap, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Perlu dicatat, kewajiban ini hanya berlaku bagi pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja untuk waktu tidak tertentu. Pekerja dengan kontrak mungkin menerima pesangon bila diatur dalam perjanjiannya.
1.1.2. Alasan atau Sebab PHK
Terdapat bermacam-masam alasan PHK, dari mulai pekerja mengundurkan diri, tidak lulus masa percobaan hingga perusahaan pailit. Selain itu:
a. Selesainya PKWT
b. Pekerja melakukan kesalahan berat
c. Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan
d. Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha
e. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya
f. Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan)
g. PHK massal - karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi.

h. Peleburan, penggambungan, perubahan status
i. Perusahaan pailit
j.  Pekerja meninggal dunia
k. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut
l. Pekerja sakit berkepanjangan
m. Pekerja memasuki usia pensiun
1.1.3. PHK Sukarela
Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pengusaha secara tertulis tanpa paksaan/intimidasi. Terdapat berbagai macam alasan pengunduran diri, seperti pindah ke tempat lain, berhenti dengan alasan pribadi, dan lain-lain. Untuk mengundurkan diri, pekerja harus memenuhi syarat: 
a. Mengajukan permohonan selambatnya 30 hari sebelumnya, 
b. Tidak ada ikatan dinas,
c. Tetap melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri. 
Undang-undang melarang pengusaha memaksa pekerjanya untuk mengundurkan diri. Namun dalam praktik, pengunduran diri kadang diminta oleh pihak pengusaha. Kadang kala, pengunduran diri yang tidak sepenuhnya sukarela ini merupakan solusi terbaik bagi pekerja maupun pengusaha. Disatu sisi, reputasi pekerja tetap terjaga. Disisi lain pengusaha tidak perlu mengeluarkan pesangon lebih besar apabila pengusaha harus melakukan PHK tanpa ada persetujuan pekerja. Pengusaha dan pekerja juga dapat membahas besaran pesangon yang disepakati. 
Pekerja yang mengajukan pengunduran diri hanya berhak atas kompensasi seperti sisa cuti yang masih ada, biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan, dll sesuai Pasal 156 (4). Pekerja mungkin mendapatakan lebih bila diatur lain lewat perjanjian. Untuk biaya perumahan terdapat silang pendapat antara pekerja dan pengusaha, terkait apakah pekerja yang mengundurkan diri berhak atas 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja. 

1.1.4. PHK Tidak Sukarela
1. PHK oleh Pengusaha
Seseorang dapat dipecat (PHK tidak sukarela) karena bermacam hal, antara lain rendahnya performa kerja, melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan pengusaha. Tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan. Hal ini tergantung besarnya tingkat kesalahan. 
Pengusaha dimungkinkan memPHK pekerjanya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini, setelah sebelumnya kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Surat peringatan masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
Pengusaha dapat memberikan surat peringatan kepada pekerja untuk berbagai pelanggaran dan menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran. Pengusaha dimungkinkan juga mengeluarkan misalnya SP 3 secara langsung, atau terhadap perbuatan tertentu langsung memPHK. Hal ini dengan catatan hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB), dan dalam ketiga aturan tersebut, disebutkan secara jelas jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan PHK. Tak lupa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi, pailit, maupun PHK terjadi karena keadaan diluar kuasa pengusaha (force majeure). 
Undang-Undang tegas melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan:
a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. Pekerja menikah;
e. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f.  Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB;
g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atau PKB;
h. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 
2. Kesalahan Berat (eks Pasal 158)
Semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi dapat langsung melakukan PHK apabila ada dugaan pekerja melakukan kesalahan berat. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan PHK apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana. Atas putusan MK ini, Depnaker mengeluarkan surat edaran yang berusaha memberikan penjelasan tentang akibat putusan tersebut. Yang termasuk kesalahan berat ialah:
a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
g. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
h. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
i. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
3. Permohonan PHK oleh Pekerja
Pekerja juga berhak untuk mengajukan permohonan PHK ke LPPHI bila pengusaha melakukan perbuatan seperti (i) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja; (ii) membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (iii) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih; (iv) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja; (v) memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; (vi) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

4. PHK oleh Hakim

PHK dapat pula terjadi karena putusan hakim. Apabila hakim memandang hubungan kerja tidak lagi kondusif dan tidak mungkin dipertahankan maka hakim dapat melakukan PHK yang berlaku sejak putusan dibacakan.
5. PHK karena Peraturan Perundang-undangan
Pekerja yang meninggal dunia, Perusahaan yang pailit, dan force majeure merupakan alasan PHK diluar keinginan para pihak. Meski begitu dlama praktek force majeure sering dijadikan alasan pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya. 

1.6.1. Mekanisme PHK
Pekerja, pengusaha dan pemerintah wajib untuk melakukan segala upaya untuk menghindari PHK. Apabila tidak ada kesepakatan antara pengusaha pekerja/serikatnya, PHK hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). 
Selain karena pengunduran diri dan hal-hal tertentu dibawah ini, PHK harus dilakukan melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI). Hal-hal tersebut adalah :
a. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c. Pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d. Pekerja meninggal dunia.

e. Pekerja ditahan

f. Pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan pekerja melakukan permohonan PHK 

Selama belum ada penetapan dari LPPHI, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sambil menunggu penetapan, pengusaha dapat melakukan skorsing, dengan tetap membayar hak-hak pekerja.
1.6.2. Perselisihan PHK

Perselisihan PHK termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan PHK timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara pekerja dan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. 

Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan PHK, dan besaran kompensasi atas PHK.
1.6.3. Penyelesaian Perselisihan PHK 

Mekanisme perselisihan PHK beragam dan berjenjang.
1. Perundingan Bipartit
Perundingan Bipartit adalah forum perundingan dua kaki antar pengusaha dan pekerja atau serikatpe kerja. Kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah mereka, sebagai langkah awal dalam penyelesaian perselisihan. Dalam perundingan ini, harus dibuat risalah yang ditandatangai para Pihak. isi risalah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 UU PPHI. 
Apabila tercapai kesepakatan maka Para pihak membuat Perjanjian Bersama yang mereka tandatangani. Kemudian Perjanjian Bersama ini didaftarkan pada PHI wilayah oleh para pihak ditempat Perjanjian Bersama dilakukan. Perlkunya menddaftarkan perjanjian bersama, ialah untuk menghindari kemungkinan slah satu pihak ingkar. Bila hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. 
Apabila gagal dicapai kesepakatan, maka pekerja dan pengusaha mungkin harus menghadapi prosedur penyelesaian yang panjang melalui Perundingan Tripartit.
2. Perundingan Tripartit 

Dalam pengaturan UUK, terdapat tiga forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak:
a. Mediasi 
Forum Mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan. Dinas tenagakerja kemudian menunjuk mediator. Mediator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan para pihak membuta perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran.
b. Konsiliasi 
Forum Konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran.
c. Arbitrase 
Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat, putusan arbitrase mengikat para pihak. Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak putusan tersebut ialah permohonan Pembatalan ke Mahkamah Agung. Karena adanya kewajiban membayar arbiter, mekanisme arbitrase kurang populer.
3. Pengadilan Hubungan Industrial
Pihak yang menolak anjuran mediator/konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini untuk pertamakalinya didirikan di tiap ibukota provinsi. Nantinya, PHI juga akan didirikan di tiap kabupaten / kota. Tugas pengadilan ini antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang dilanggar. 

Selain mengadili Perselisihan PHK, Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) mengadili jenis perselisihan lainnya: 
a. Perselisihan yang timbul akibat adanya perselisihan hak, 
b. Perselisihan kepentingan dan
c. Perselisihan antar serikat pekerja. 

4. Kasasi (Mahkamah Agung)
Pihak yang menolak Putusan PHI soal Perselisihan PHK dapat langsung mengajukan kasasi (tidak melalui banding) atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk diputus.
1.6.4. Kompensasi PHK
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. 

Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut : 
Masa Kerja Uang Pesangon
a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. Masa kerja 1 - 2 tahun,  2 (dua) bulan upah;
c. Masa kerja 2 - 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah; 
d. Masa kerja 3 - 4 tahun 4 (empat) bulan upah; 
e. Masa kerja 4 - 5 tahun 5 (lima) bulan upah;
f. Masa kerja 5 - 6 tahun 6 (enam) bulan upah;
g. Masa kerja 6 - 7 tahun 7 (tujuh) bulan upah.
h. Masa kerja 7 – 8 tahun 8 (delapan) bulan upah;
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut :
 
Masa Kerja UPMK
a. Masa kerja 3 - 6 tahun 2 (dua) bulan upah;
b. Masa kerja 6 - 9 tahun 3 (tiga) bulan upah;
c. Masa kerja 9 - 12 tahun 4 (empat) bulan upah;
d. Masa kerja 12 - 15 tahun 5 (lima) bulan upah;
e. Masa kerja 15 - 18 tahun 6 (enam) bulan upah;
f. Masa kerja 18 - 21 tahun 7 (tujuh) bulan upah;
g. Masa kerja 21 - 24 tahun 8 (delapan) bulan upah;
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (UPH) meliputi :
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

1.6.5. Alasan PHK dan Hak Atas Pesangon
Besaran Perkalian pesangon, tergantung alasan PHKnya. Besaran Pesangon dapat ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Besaran Pesangon tergantung alasan PHK sebagai berikut: 

Alasan PHK Besaran Kompensasi
a. Mengundurkan diri (kemauan sendiri) ​- Berhak atas UPH
b. Tidak lulus masa percobaan - Tidak berhak kompensasi
c. Selesainya PKWT ​ - Tidak Berhak atas kompensasi
d. Pekerja melakukan kesalahan berat ​- Berhak atas UPH
e. Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan- ​ 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
f. Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha ​- 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
g. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya- ​ Tergantung kesepakatan
h.  Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) ​- 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
i. PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure- ​ 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
j. PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. - 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
k. Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja- ​ 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
l. Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja ​- 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
m. Perusahaan pailit​ ​- 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
n. Pekerja meninggal dunia-​ ​ 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
o. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut ​– UPH dan Uang pisah
p. Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan) ​- 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH
q. Pekerja memasuki usia pensiun ​- Sesuai Pasal 167 UU 13/2003
​ Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan) - ​ 1 kali UPMK dan UPH
r. Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah ​- 1 kali UPMK dan UPH
BAB III

PROFIL HUMAS PT. DIRGANTARA INDONESIA (DI)
3.1 Tinjauan Umum PT. Dirgantara Indonesia (DI)

PT.Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan penerbangan di Asia yang berpengalaman dan berkopetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan manufacturing pesawat terbang.
Diawali dengan membangun dasar penguasaan teknologi melalui lisensi, perusahaan industri yang berdiri pada 23 Agustus 1976 ini, memproduksi helicopter dan pesawat terbang: NBO-105, Superpuma NAS-332, NC-212; dan tiga tahun kemudian mengintegrasikan teknologi, PT.Dirgantara Indonesia bersama CASA merancang dan memproduksi CN-235.

Kemudian, dalam rangka memantapkan kehadirannya dalam masayarakat industry kedirgantaraan dunia serta meningkatkan kemampuan sebagai industry pesawat terbang, kerja sama internasional ditandatangani, antara lain dengan Boeing Company, menghasilkan komponen pesawat Boeing, dengan Bell Helicopter Textron, memproduksi NBELL-412.

Selanjutnya, dengan penguasaan teknologi serta keahlian yang terus berkembang, Dirgantara Indonesia merancang bangun N250, generasi pesawat penumpang subsonic dengan daya angkut 64-68 penumpang dengan fly by wire system. Prototype pertamanya telah berhasil diterbangkan pertama kalinya, pada tanggal 1 Agustus 1995, dan telah menjalani sekitar 600 jam uji terbang. Kemudian diteruskan dengan mengembangkan N2130 pesawat jet transonic dengan inovasi baru, dalam tahap preliminary design. Namun, kedua program tersebut terhenti adanya kendala pendanaan.

Pada tahun 1998, sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter pada tahun sebelumnya, industry ini mempersiapkan paradigm baru. Melalui paradigm ini, PT.Dirgantara Indonesia lebih berorientasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang telah diserap selama tiga windu, seabgai ujung tombak dalam menghasilkan produk dan jasa.

Kini, PT.Dirgantara Indonesia telah berhasil sebagai industry manufaktur dan memiliki diversifikasi produksnya, tidak hanya bidang pesawat terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, otomotif, maritime, militer, otomasi dan control, minyak dan gas, turbin industry, teknologi simulasi, dan engineering services.

Pada awal tahun 2004, program restrukturisasi perusahaan yang mencakup reorientasi bisnis dan p0enataan ulang SDM digulirkan, postur karyawan menyusut dari 9.670 menjadi sekitar 3.500 orang; dan Dirgantara Indonesia memfokuskan bisnisnya dari 18 menjadi 5 satuan usaha yang meliputi:

a.  Aircraft

b.  Aerostructure
c.  Aircraft Services
d.  Defence
e.  Engineering Services

Dengan demikian diharapkan industry ini menjadi institusi bisnis yang adaptif dan efisien.

3.2 Visi dan misi PT.Dirgantara Indonesia
Adapun visi PT.Dirgantara Indonesia (DI) yaitu: “Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global, dengan mengandalkan keunggulan biaya”. Sedangkan misinya yaitu: 

1. Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis & komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya.
2. Sebagai usaha keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi & pemeliharaan untuk kepentingan komersial & militer dan juga untuk aplikasi di luar Industri Dirgantara.
3. Menjadikan Perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing & melakukan aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya.
3.3 Struktur Organisasi PT.Dirgantara Indonessia (DI)
3.4 Struktur Organisasi Humas PT.Dirgantara Indonesia (DI)
Dalam struktur organisasi PT. Dirgantara Indonesia (DI)  di atas, di antara Direktur Utama dan divisi-divisi, terdapat tujuh unit yang mendukung kerja antara DIRUT dan divisi, salah satunya adalah Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) memiliki lingkup kerja yang luas yaitu membawahi empat departemen salah satunya adalah Humas (Public Relations). Humas di PT.Dirgantara Indonesia (DI) belum ideal terlihat Humas belum berada dalam naungan Sekretaris Perusahaan namun menurut Sekper dalam komunikasinya Humas bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan DIRUT jika memang diperlukan, artinya meskipun Humas tidak langsung bertanggungjawab pada DIRUT tapi garis komunikasinya terbuka untuk melakukan komunikasi langsung dengan DIRUT, dan menurutnya kebijakan PT.Dirgantara Indonesia (DI) masih belum bisa menetapkan Humas sebagai unit yang mandiri yang langsung bertanggungjawab pada DIRUT dan itu merupakan kewenangan dari kebijakan manajemen.
Departemen humas dipimpin oleh seorang Corporate Public Relations  yang membawahi tiga bidang yaitu: Protocol & Guest Relations, Communication & Information, dan Media relations. Struktur unit Humas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar: Struktur Humas PT.Dirgantara Indonesia
1.1 Position Description Manager Corporate Public Relations

Departemen Humas PT.Dirgantara Indonesia (DI) dipimpin oleh seorang Manager Public relations yang memiliki fungsi untuk menciptakan hubungan masyarakat (public relations) agar dapat tercipta komunikasi dan hubungan baik antara Perusahaan dengan publik internal dan eksternal, baik domestik maupun internasional dalam rangka menciptakan kredibilitas dan citra (image) positif perusahaan. Sedangkan wewenang dan tanggungjawab Manager Public Relations (MPR) adalah sebagai berikut:
a. Menumbuhkan, membangun dan membina citra positif perusahaan dan produknya di kalangan publik/masyarakat dalam dan luar negeri.
b. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik, serasi dan timbal balik dengan karyawan, publik / masyarakat, kalangan pemerintah / swasta dan lingkungannya yang mempunyai kaitan dan berkepentingan langsung tidak langsung dengan perusahaan.
c. Memantau dan menganalisis diri serta memantau dan menganalisa opini publik, perkembangan pandangan, sikap, kepentingan dan masalah publik / masyarakat serta masukan dan informasi lain dengan memberi masukan kepada pimpinan.
d. Menyelenggarakan, merencanakan dan mengkoordinir pengumpulan dan pengelolaan fakta, data perkembangan perusahaan serta kegiatan komunikasi, publisitas dan penyebarluasan informasi, tentang kebijaksanaan, program, kegiatan dan cara kerja perusahaan untuk berbagai tujuan dan sasaran.
e. Bertindak sebagai salah satu wakil perusahaan yang dapat memberikan informasi mengenai misi, sasaran kebijakan dan aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan hubungan baik dan saling pengertian dengan masyarakat, khususnya customer, mitra kerja, supplier, kalangan pendidikan, mass media dan publik terkait lainnya, melalui cara informasi meeting, m=news letter, press release, press conference dan press briefing.
f. Menyelenggarakan tata cara pengaturan/kegiatan keprotokolan pada setiap event dan upacara-upacara perusahaan serta menerima tamu sehari-hari sekaligus mengorganisir pelaksanaannya.
  Hubungan organisasinya Manager Public Relations (MPR) secara vertical, yaitu bertanggungjawab kepada Sekretaris Perusahaan. Dan serta horizontal, merupakan hubungan koordinatif dengan fungsi-fungsi terkait di seluruh unit organisasi PT.Dirgantara Indonesia (DI). Manager Public relations (MPR) membawahi tiga bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang supervisor, antara lain:
1. Supervisor Protocol and Guest Relations

Memiliki fungsi yaitu membantu Manager Public Relations (MPR) dalam membangun dan membina hubungan baik degan tamu-tamu perusahaan baik melalui event-event perusahaan atau kunjungan tamu-tamu tentang kinerja dan kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan image citra positif perusahaan serta menempatkan tamu-tamu yang berkunjung sesuai “etika protocol”.

Wewenang dan tanggungjawab dari Supervisor Protokol & Guest Relations, sebagai berikut:

a. Memperluas dan mempertajam penyebaran/penyampaian informasi melalui mekanisme: presentasi, diskusi dan plant tour sesuai dengan perkembangan perusahaan dan opini publik yang berkembang saat itu.
b. Mengundang Pejabat-pejabat penting pemerintah/swasta/tokoh masyarakat yang dipandang perlu dan ada keterkaitan dengan perusahaan.
c. Mengevaluasi dan memperbaiki sistem dan prosedur tamu-tamu sesuai dengan perkembangan peusahaan dan kebutuhan guna terciptanya ketertiban tamu-tamu perusahaan.
d. Memelihara dan membina hubungan baik dengan instansi-instansi terkait baik di dalam dan di luar negeri melalui tukar-menukar informasi di bidang Kedirgantaraan guna menambah dan memperkaya wawasan (industri-industri penerbanagna, Airlines) dan mengikuti perkembangan “Etika Keprotokolan” yang berlaku baik secara nasional atau internasional untuk penyesuaian dengan tata cara keprotokolan yang berlaku di perusahaan. (Deplu, Kedutaan Besar, Istana Negara, dll).
e. Membina hubungan baik dengan relasi perusahaan melalui penyampaian “ucapan selamat” kepada relasi-relasi perusahaan/ pejabat pemerintah/swasta.
f. Menyelenggarakan “Open House”, pameran yang bersifat informative atau event-event lain guna membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.


Hubungan organisasinya secara vertical betanggungjawab pada Manager Public Relations (MPR), sedangkan secara horizontal merupakan hubungan koordinatif dengan fungsi-fungsi di seluruh unit organisasi PT.DI. (Sumber: Position Description Humas PT.Dirgantara).
2. Supervisor Communication & Information
Memiliki fungsi yaitu membuat kajian, analisis komunikasi dan informasi serta mengelola korporat (public relations) data base dalam rangka membangun komunikasi yang sehat, akurat dan efektif dengan publik perusahaan dan upaya pengembangan serta mensuplai data bagi kepentingan intern Humas.

Wewenang dan tanggungjawab dari Supervisor Communication & Information, sebagai berikut:

a. Memonitor, mengkaji dan menganalisis komunikasi yang dilakukan perusahaan serta informasi, opini publik, perkembangan pandangan, sikap, kepentingan dan kecenderungan yang berkembangan di masyarakat dalam persaingan global.
b. Mengkoordinasi, mengolah data perusahaan dan perkembangannya secara akurat untuk kebutuhan komunikasi dan publisitas perusahaan.
c. Mengembangkan strategi dan perencanaan komunikasi public relations (publisitas perusahaan).
d. Membangun jaringan komunikasi dan informasi dengan publik terkait perusahaan melalui “informasi technology”, aliansi & kolaborasi, maupun komunikasi tatap muka.
e. Membuat, menyiapkan materi informasi dan publikasi untuk berbagai kebutuhan komunikasi perusahaan (baik dalam bentuk tertulis maupun audio visual).
f. Mewakili peusahaan dalam memberikan informasi tentang misi, sasaran, kebijakan dan aktifitas peusahaan di forum-forum publik (khususnya publik-publik peusahaan yang terkait).
g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program kerja public relations.
h. Melaksanakan liputan dan dokumentasi audio video serta membuat paket-paket audio visual.

Sedangkan hubungan organisasinya secara vertikal bertanggungjawab kepada Manager Public relations (MPR), dan secara horizontal merupakan hubungan koordinatif dengan fungsi-fungsi terkait di seluruh unit organisasi PT.DI.
3. Supervisor Media Relations

Memiliki fungsi yaitu membantu Manager Public Relations (MPR) dalam melaksanakan pengkajian opini pers / media massa, serta menciptakan komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan dan media massa dalam rangka menciptakan kredibbilitas dan image positif perusahaan di forum domestik maupun internasional.
Wewenang dan tanggungjawab dari Supervisor Media Relations, sebagai berikut:

a. Menumbuhkan, membangun dan membina citra positif perusahaan dan produk  PT. Dirgantara Indonesia (DI) dimata pers, baik domestik maupun internasional.

b. Menjalin dan mengembangkan hubungan baik, serasi dan berkesinambungan dengan media massa domestik maupun internasional.

c. Memantau dan menkaji opini pers domestic dan internasional yang mencakup perkembangan-perkembangan yang sedang berlangsung, sikap yang tumbuh serta kepentingan-kepentingan publik dalam persaingan global.

d. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir pengumpulan, pengolahan data, perkembangan perusahaan yang mencakup system operasi maupun strategi bisnis PT. Dirgantara Indonesia (DI) melalui proses komunikasi untuk konsumsi pers dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan.

e. Bertindak sebagai salah satu wakil perusahaan dimata pers atau media massa yang dapat memberikan informasi mengenai misi, sasaran kebijakan dan aktivitas perusahaan dalam rangka meningkatkan hubungan baik dan saling pengertian diantara kedua belah pihak.

f. Melaksanakan tugas dan fungsi penanganan pers baik di dalam maupun di luar negeri melalui informal meeting, news letter, press release, press conference dan briefing.
g. Menangani pemasangan sponsor artikel (Advertorial) atau iklan korporasi (Corporate Advertisement) di media massa.
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
1.1 Data Responden

1.9.1 Data Responden Pertama


Bapak Rakhendi yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1956 adalah seorang pejabat penting di PT.Dirgantara Indonesia  pajajaran 154 Bandung, saat ini beliau tinggal di Kota Bandung yang beralat lengkap di kompleks Ujung Berung Indah Blok F/6. Beliau tinggal disana bersama istri tercinta, dua orang putrid, dan satu orang putra. Beliau memulai pendidikan di tingkat Universitas pada tahun 1981, tepatnya di Universitas Padjajaran. Pada saat itu beliau mengambil jurusan public relations. Setelah lulus kuliah, beliau sempat bekerja sebagai asisten dosen di Universitas Padjajaran kurang lebih selama satu tahun. Dan setelah itu, tepatnya sejak tanggal 15 November 1982 beliau pindah dan bekerja di PT.Dirgantara Indonesia  sebagai staf humas. Dimana tepatnya pada tanggal 15 November nanati, beliau genap selama 27 tahun bekerja di PT.Dirgantara Indonesia.

Di usianya yang ke 52 tahun, beliau saat ini menjabat sebagai kepala humas (manager Corporate Communications) di PT.Dirgantara Indonesia pajajaran 154 Bandung.

1.9.2 Data Responden Kedua
Ibu Endang yang lahir pada tanggal 14 November 1956 adalah merupakan salah satu pejabat penting di PT.Dirgantara Indonesia pajajaran 154 Bandung, saat ini beliau tinggal di Sangkuriang Cimahi. Beliau tinggal disana bersama suami tercinta, satu orang putri dan satu orang putra. Beliau memulai pendidikan di tingkat Universitas pada tahun 1981, tepatnya di STIA. Pada saat itu beliau mengambil jurusan administrasi Negara. Beliau mulai bekerja di PT.Dirgantara Indonesia tepatnya pada tahun 1982, dimana saat itu beliau menjabat sebagai protokol.
Di Usianya yang ke 52 tahun, beliau saat ini menjabat sebagai Supervisor Public Relations di PT.Dirgantara Indonesia.
1.2 Analisis Data
Berdasarkan penelitian, baik melalui wawancara langsung, observasi maupun dengan mempelajari berbagai dokumen, terhadap aktivitas Humas PT.DI dalam membina hubungan baik dengan publik terutama pasca pemutusan hubungan kerja massal, diperoleh data sebagai berikut:

1.1.3. Tahap Perencanaan



Secara teoritik tahapan perencanaan dalam membangun sebuah komunikasi strategik yaitu riset, perencanaan tindakan, komunikasi dan evaluasi. Berdasarkan langkah-langkah dalam tahapan ini dapat diketahui ternyata Humas PT.DI dalam membuat perencanaan komunikasi strategik, dalam upaya membina hubungan baik dengan para publik, tidak melakukan semua langkah dalam perencanaan manajemen komunikasi strategik.



Dalam melakukan riset, pihak Humas PT.DI mengumpulkan informasi awal tentang situasi dan kondisi aktual. Para praktisi Humas memantau setiap opini-opini yang berkembang. Selain itu juga memprediksi keinginan dan kebutuhan publik para praktisi Humas PT.DI juga mengidentifikasi berbagai kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang, dalam mengatasi setiap masalah yang timbul akibat PHK massal.


Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata, dalam menangani masalah-masalah yang timbul akibat adanya PHK massal, para praktisi Humas PT.DI tidak melakukan perencanaan manajemen komunikasi strategik secara komprehensif. Artinya, hampir semua instrument dalam perencanaan tersebut tidak dilaksanakan, kecuali riset. Pelaksanaan riset pun hanya sebatas pada memantau opini-opini yang berkembang, tetapi tidak melakukan identifikasi terhadap berbagai masalah pihak, dan tidak membuat prediksi terhadap konsekuensi yang harus diterima apabila rencana komunikasi strategiknya dilaksanakan.


Karena Humas PT.DI tidak melakukan perencanaan manajemen komunikasi strategik secara sistematik, dalam menangani dampak dari PHK tersebut, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap publik pun tidak sistematik. Akibatnya sulit untuk mendefinisikan bentuk dan hasil yang dicapai, pendukung dan penghambat, serta solusi konkrit dalam menangani akibat yang timbul dari dilakukannya PHK massal oleh PT.DI.
4.1.1. Tahap Pelaksanaan

1. Pembinaan hubungan baik dengan publik internal



Peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK), secara massal oleh pihak manajemen PT.DI, ternyata menimbulkan reaksi keras dari para karyawan yang terkena PHK. Mereka melakukan aksi demonstrasi di berbagai tempat dan kesempatan. Salah satunya yaitu berdemonstrasi di lingkungan PT.DI. dalam aksinya ini mereka tidak hanya beraksi menuntut dibayarkannya uang pesangon yang menjadi haknya, tetapi mereka juga melakukan pencegatan terhadap para karyawan lain yang tidak terkena PHK. Mereka melarang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam wilayah PT.DI, disertai berbagai ancaman. Tentu saja tindakan ini memunculkan rasa tidak aman dan tidak nyaman pada diri karyawan yang masih aktif dalam bekerja. Tentu saja hal ini dapat berakibat terhadap kinerja mereka.


Untuk mengatasi masalah tersebut pihak Humas PT.DI melakukan langkah-langkah yang mengarah kepada terwujudnya rasa aman dan nyaman pada karyawan. Adapun langkah-langkah Humas tersebut yaitu bekerja sama dengan serikat pekerja (SP) PT.DI. Pihak Humas juga senantiasa berdialog dengan para karyawan. Di samping mendengarkan keluhan-keluhan dan saran-saran dari mereka, Humas PT.DI juga memberikan berbagai penjelasan seputar kasus PHK. Penjelasan ini dimaksudkan agar mereka memahami keadaan yang sesungguhnya. Dengan demikian diharapkan para karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga para karyawan pun dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman.


Ternyata, dampak dari aksi para mantan karyawan ini juga membuat resah para keluarga karyawan yang masih aktif. Mereka khawatir terhadap keselamatan anggota keluarganya yang masih bekerja di PT.DI. tentu saja kekhawatiran ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bagaimana pun keluarga merupakan salah satu motivator karyawan untuk bekerja.


Untuk mengatasi masalah ini, Humas PT.DI telah melakukan langkah-langkah strategik, berupa pendekatan terhadap para keluarga karyawan. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan dilakukannya penyampaian informasi mengenai keadaan, situasi maupun kondisi perusahaan atau organisasi. Misalnya, pihak Humas mengadakan pertemuan atau dialog dengan para  keluarga karyawan. Dalam pertemuan ini para keluarga karyawan diberikan penjelasan tentang keadaan di PT.DI pasca PHK. Dalam setiap kesempatan biasanya pihak Humas PT.DI berusaha menenangkan mereka.


Dengan dilakukannya pendekatan-pendekatan strategik seperti itu, diharapkan para keluarga karyawan tidak merasa khawatir. Selanjutnya untuk diharapkan diharapkan dapat memotivasi anggota keluarganya yang bekerja di PT.DI, sehingga mereka dapat lebih bersemangat di dalam melakukan aktivitasnya. Karena bagaimana pun PT.DI menganggap karyawan sebagai aset perusahaan dan harus benar-benar siap menunjukkan kesiapan SDM-nya. Kesiapan SDM harus benar-benar diperhatikan dan ini menyangkut citra perusahaan. Karyawan sebagai aset menekankan bahwa perusahaan harus menempatkan karyawan sebagai aset utama, bukan sebagai alat produksi. 

Hal itu merupakan kunci penting bagi dunia usaha untuk bertahan dalam perubahan era industri ke era pengetahuan. Strategi “human capital” menekankan pada tiga aset karyawan, yaitu keahlian, pengetahuan, dan perilaku setiap individu. Tiap individu dihargai sesuai dengan aset mereka masing-masing. Strategi itu memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mendapatkan individu-individu terbaik, menempatkan karyawan di posisi yang tepat, memastikan kemajuan karyawan, serta akhirnya akan memberikan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

2. Pembinaan hubungan baik dengan publik eksternal



Peristiwa PHK disertai aksi  demonstrasi besar-besaran, ternyata tidak hanya berdampak terhadap para karyawan dan keluarga karyawan yang masih aktif, tetapi juga terhadap citra baik PT.DI di mata publik dan kepercayaan pelanggan terhadap kinerja PT.DI. Tentu saja, menurunnya citra baik PT.DI dan kepercayaan pelanggan ini, sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Rasa percaya diri dan semangat kerja karyawan pun turut terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Humas PT.DI melakukan berbagai pendekatan terhadap pihak-pihak luar yang dianggap berkepentingan atau berkaitan dengan PT.DI, seperti media massa, masyarakat, pelanggan dan mantan karyawan.



Selama itu media massa selalu gencar memberitakan seputar aksi demonstrasi para mantan karyawan PT.DI. Seringnya berita-berita yang disiarkan lebih banyak dari sudut pandang para mantan karyawan tersebut, atau lebih banyak memberitakan tentang tuntutan para karyawan. Sedangkan berita-berita dari sudut pandang PT.DI jauh lebih sedikit. Akibatnya pemberitaan pun menjadi tidak berimbang. Akhirnya PT.DI menjadi tersudutkan dan digambarkan sebagai sosok yang tidak professional atau tidak manusiawi.



Tentu saja ketidakseimbangan dalam pemberitaan tersebut mengakibatkan citra PT.DI menjadi kurang baik. Untuk mengatasi masalah ini Humas PT.DI melakukan pembinaan hubungan baik dengan media massa, baik secara formal maupun non formal. Secara formal, pihak Humas PT.DI selalu memberikan informasi-informasi seputar PHK, baik melalui wawancara perseorangan, news release atau peristiwa pers (press event). Secara informal, pihak Humas PT.DI selalu menjaga hubungan baik dengan para wartawan. Bahkan jika salah seorang dari Humas PT.DI ada yang melakukan kenduri maka para wartawan selalu diundang. Begitu juga sebaliknya.



Untuk mengembalikan citra baik PT.DI, pihak Humas PT.DI bekerja sama denagn media massa membuat berita-berita tentang PT.DI. Biasanya  pemberitaan tersebut  disampaikan bahwa perusahaan atau organisasi masih berproduksi, perusahaan atau organisasi masih melayani pelanggan, atau bisnis perusahaan atau organisasi semakin bagus. 



Sedangkan terhadap masyarakat, pihak Humas PT.DI melakukan pendekatan kemanusiaan, seperti perbaikan MCK atau  menanam pohon-pohon ,  memberikan tempat sampah. Dalam waktu tertentu, pihak Humas juga memberikan sembako, mengadakan khitanan massal atau pengobatan gratis, baik hal tersebut dilakukan setahun sekali atau pun dua tahun sekali. Apabila sedang idul adha, perusahaan atau organisasi memberikan sapi dan kambing untuk masyarakat sekitar, termasuk untuk jompo dan yatim piatu.



Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi salah satu program perusahaan bisa menaikkan citra perusahaan di samping sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Pada awal Agustus 2008, pemberitaan media menuliskan tentang program CSR yang harus diwaspadai mengingat semakin dekatnya Pemilu 2009. Pengeluaran dana BUMN yang berkedok CSR harus diwaspadai jika hal tersebut hanya untuk menguntungkan partai tertentu saja. Namun ia tidak mempermasalahkan jika yang bersangkutan menyumbang secara pribadi.


Menurunnya citra PT.DI juga menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap PT.DI. Padahal pelanggan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup PT.DI. Tanpa pelanggan, PT.DI tidak akan ada. Pelanggan merupakan daya penghidup PT.DI. Oleh sebab itu memulihkan kepercayaan pelanggan terhadap PT.DI, akibat aksi demonstrasi dan pemberitaannya, merupakan salah satu langkah yang vital. Untuk meyakinkan pelanggan sekaligus menjaga hubungan baik dengan pelanggan, pihak Humas PT.DI memberikan informasi berkenaan dengan kemelut yang dialami PT.DI akibat terjadinya PHK massal. Pihak Humas juga berusaha meyakinkan bahwa PT.DI dapat mengatasi masalah tersebut dan masih berkinerja tinggi.



Langkah-langkah ini dilakukan melalui berbagai kesempatan, baik dengan mengadakan services conference, bisnis gathering, tukar-menukar informasi mengenai hal yang baru, memperlihatkan laporan keuangan perusahaan sehingga mereka dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan atau organisasi, menayangkan kegiatan-kegiatan yang ada agar mereka mengetahui bahwa PT.DI masih ada. Dengan demikian para pelanggan diyakinkan bahwa secara manajerial, PT.DI masih dapat diandalkan.



Mantan karyawan sebagai sumber berita juga perlu dipersuasi, bahwa tindakan-tindakan demonstrasi seperti itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, permasalahan semakin buruk dan pertikaian kedua belah pihak (PT.DI dan mantan karyawan) semakin menajam. Mantan karyawan merugi karena harus ke luar tenaga dan biaya untuk melakukan demonstrasi sementara belum ada penyelesaian terhadap tuntutan mereka. Pihak PT.DI pun merugi karena citra baiknya dan kepercayaan pelanggannya menurun, belum lagi pihak PT.DI dihadapkan kepada tuntutan para mantan karyawannya.



Untuk mengatasi masalah ini (konflik berkepanjangan ini), pihak Humas PT.DI berinisiatif untuk melakukan pendekatan terhadap para mantan karyawan tersebut. Adapun langkah-langkah persuasif yang dilakukan pihak Humas PT.DI dalam meredam aksi mantan karyawan ini, yaitu memberikan informasi walaupun secara finansial masalah PHK ini dinilai belum selesai, tetapi paling tidak secara emosional sudah mereka
Tabel 4.1
Langkah-langkah pendekatan yang dilakukan Humas PT.DI
	Pembinaan Hubungan Baik dengan publik
	
	Langkah-langkah

	1. Internal
	1. Karyawan
	1. Bekerja sama dengan serikat karyawan / pekerja (SP)

2. Berdialog dengan karyawan

3. Mendengarkan keluhan dan saran-saran

4. Memberikan penjelasan

	
	2. Keluarga karyawan 
	1. Pendekatan-pendekatan / win-win solution
2. Penyampaian informasi

3. Pertemuan

	2. Eksternal
	1. Pelanggan 
	1. Memberikan informasi

2. Berusaha meyakinkan dengan mengadakan seperti: services conference, bisnis gathering, dan tukar menukar informasi

	
	2. Media 
	1. Pembinaan hubungan baik, baik secara formal maupun non formal

	
	3. Mantan karyawan
	1. Memberikan informasi

	
	4. Masyarakat / lingkungan  sekitar
	1. Pendekatan kemanusiaan, seperti perbaikan MCK / menanam pohon

2. Memberikan sembako

3. Mengadakan khitanan missal / pengobatan gratis

4. Memberikan sapid an kambing pada saat idul adha




1.2. Pembahasan
Menurut Sam (1995), “public relations practice is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its publics.” Definisi ini menyiratkan bahwa public relations dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, baik yang berada di dalam organisasi maupun yang berada di luar kelompok. Tujuannya adalah membina hubungan baik, jangka panjang dan memberikan kepuasan terhadap publiknya.

Aktivitas public relations dimulai dengan menanggapi berbagai peristiwa, atau mengembangkan dan mendukung tujuan-tujuan organisasi. oleh sebab itu para praktisi public relations harus mampu bersikap reaktif dan proaktif. Secara reaktif, mereka harus peka terhadap berbagai masalah dan peluang yang muncul. Mereka harus tanggap terhadap setiap krisis yang menerpa organisasi, atau membuat berbagai kesepakatan terhadap setiap kritikan atau kegiatan yang idak menguntungkan organisasinya.

Para praktisi public relations juga harus dapat mengantisipasi berbagai masalah, isu, kejadian, dan peluang sebelum semuanya terjadi. Pendekatan ini termasuk ke dalam manajemen isu, sebuah bidang khusus dari public affair. Dengan demikian public relations harus ditata agar dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan stratgik organisasi. Tujuan-tujuan public relations itu sendiri harus dirumuskan untuk menjamin tercapainya  tujuan-tujuan organisasi (White & Majur, 1996). Oleh karena itulah, maka para praktisi public relations perlu membuat sebuah rencana strategik dalam setiap tindakannya. Rencana strategik ini dimaksudkan agar program-program public relations dapat efektif (Wilson & Ogden, 2000).

Berdasarkan pemikiran ini, tampak bahwa Humas PT.DI belum sepenuhnya melakukan rencana komunikasi strategik dalam mengatasi masalah yang timbul akibat PHK massal. Selama ini pihak Humas PT.DI masih melakukan tindakan-tindakan konvensional yang sifatnya terbatas, seperti melakukan bazaar, memberi informasi kepada media melalui peristiwa pers, dan lain-lain., yang tidak didasarkan kepada perencanaan strategik yang sistematik. Padahal bidang Humas atau public relations memiliki cakupan luas sebagai berikut (White dan Mazur, 1993: 12): 

1. Corporate communications
2. Issues management
3. Product publicity
4. Investor relations
5. Financial communications
6. Lobbying
7. Public affairs
8. Media relations
9. Community affairs
10. Crisis management
11. Events management
12. Sponsorship 
Para praktisi Humas PT.DI masih bersikap reaktif, belum proaktif. Mereka belum mampu mengantisipasi berbagai masalah, isu, kejadian, dan peluang yang akan timbul akibat dibelakukannya PHK massal. Aktivitasnya terbatas pada penanganan berbagai kritikan atau kegiatan yang tidak menguntungkan PT.DI, akibat PHK tersebut.

Ketiadaan perencanaan komunikasi strategik alam menangani isu-isu seputar PHK ini, menyiratkan bahwa Humas PT.DI tidak memiliki sasaran yang jelas dalam menghadapi masalah ini. Padahal setiap aktivitas diawali oleh ide atau sasaran, seperti dikemukakan oleh Champy (1995):

People like to think that businesses are built of members (as in “the bottom line”), or forces (as in “market forces”), or power (as in “the power of the CEO”), or things (“the product”), or even flesh and blood (“our people”). But this is wrong…..businesses are made of ideas-ideas expressed as words.

Dalam konteks public relations maka words inilah yang dimaksudkan sebagai bentuk konkrit perencanaan komunikasi strategik, yang tertuang dalam lembaran-lembaran kerja. Perencanaan komunikasi strategik ini memiliki peranan penting karena ia menjadi pemamdu para praktisi Humas PT.DI dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Sebagai sebuah gagasan, perencanaan komunikasi strategik ini erat kaitannya dengan kreativitas, seperti diungkapkan oleh Moriarty (1991) bahwa kreativitas merupakan, “….the ability to produce original ideas or thoughts.” Oleh sebab itu jika tidak memiliki perencanaan komunikasi strategik, sama dengan tidak memiliki ide atau tidak kreatif. Tanpa kreativitas atau tanpa ide aka Humas PT.DI, “…..it will pass like a ship in the night.” Tegas Ogilvy (Moriarty, 1991).

Ide itu sendiri memerlukan keterbukaan terhadap berbagai hal, termauk terhadap perkembangan terbaru teori-teori public relations. dari kasus Humas PT.DI, tampaknya para praktisi Humas PT.DI tidak menyimak berbagai perkembangan public relations yang terbaru. Padahal saat ini banyak sekali konsep dan teknik public relations yang baru, di antaranya seperti yang di ulas oleh Wilson & Ogden (2000) dengan 10 langkah perencanaan komunikasi strategiknya.

Bisa jadi sikap tertutupnya ini disebabkan oleh ketertutupan manajemen. Padahal menurut Champy (1995), “The succesfull manager today isn’t the one who is entrusted with secrets, but the manager who wins trust by sharing what he or she lumours.” Tentu saja untuk memperoleh kepercayaan seorang manajer harus terbuka terhadap setiap orang. Kesan tertutup dari pihak Humas PT.DI ini terlihat dari berbagai data yang diberikan berkaitan denagn kasus PHK. Tidak ada satu pun data yang sifatnya riil, rinci, terfokus, yang diberikan dalam mengatasi akibat yang timbul dari PHK.

Dari hasil temuan dan analisis data, kelihatannya Humas PT.DI belum bisa diharapkan menjadi sebuah institusi yang dapat:
1) Pelipat ganda perubahan,

2) Penyerasi perubahan, 

3) Pengintegrasi, dan

4) Pemberi norma-norma kebudayaan baru bagi organisasi.

Lebih jauh lagi, fenomena ini berarti para praktisi Humas PT.DI gagal dalam mengembangkan suatu manajemen komunikasi strategik, khususnya dalam menangani dampak yang timbul akibat PHK. Padahal peristiwa PHK terhadap ribuan karyawan bukan merupakan tindakan spontan, tetapi merupakan sebuah tindakan yang perlu perencanaan yang matang. Jadi jauh sebelum PHK terjadi, berbagai pembicaraan dan pertimbangan telah dilakukan. Seharusnya pihak Humas PT.DI juga melakukan langkah-langkah proaktif, denagn mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat PHK tersebut, atau membuat rencana kerja antisipasif.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan jika para praktisi Humas PT.DI masih bertahan pada pola lama, pada pola top down. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh mereka lebih mencerminkan “keharusan” daripada “kebutuhan”. Hal ini terungkap ketika mereka mengedepankan win-win solution dalam melakukan pendekatan terhadap mantan karyawan, karyawan, keluarga karyawan dan media massa. Tetapi ketika ditanya bentuk konkrit dari win-win solution ini, mereka mengatakan bahwa eksekusinya ditangani langsung oleh direksi. Pada gilirannya para praktisi Humas PT.DI tidak dapat mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan sebagai praktisi Humas yang profesional.

Ketidakberanian mereka untuk menanggung resiko dari suatu ide pun turut memperparah keadaan. Padahal suatu ide harus dieksperimentasikan, dan untuk itu diperlukan keberanian untuk menanggung resiko dari perwujudan ide. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, niscaya di masa datang profesionalitas dan kualitas public relations PT.DI akan kalah oleh perusahaan-perusahaan lainnya, baik swasta maupun pemerintah, yang sama-sama telah go internasional.

Tentu saja semua ini tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan yang melingkupinya. Di saat sisi, kondisi masyarakat kita tampaknya belum dapat melahirkan sumber daya-sumber daya manusia yang handal. Di lain sisi reputasi PT.DI yang terlampau ketat seringkali membuat para praktisi Humas tidak dapat secara otonom untuk mengembangkan potensinya. Kedua hal ini pada gilirannya menentukan perkembangan kreativitas para praktisi Humas PT.DI. Al hasil produktivitasnya mekanistik, tidak kreatif dan tidak peka lingkungan.

Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila keberhasilan suatu program public relations tidak hanya diukur dari ada tidaknya sikap reaktif dan proaktif, tetapi juga harus diukur dari ada tidaknya kreativitas para praktisinya. Tidak hanya itu para praktisi public relations dapat mengembangkan kreativitasnya, apabila ia sebagai penghubung yang menjembatani antara organisasi dengan publik. Para praktisi public relations harus dapat bergerak bebas, baik vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, ia dapat menjadi mitra kerja bagi para pimpinan organisasi dalam mengembangkan organisasinya. Praktisi public relations dapat memberikan gagasan-gagasan baru bagi proses perubahan organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai dalam organisasi dan masyarakat. Secara horizontal, ia dapat bekerjasama dengan para tokoh informal atau akademisi dalam motivasi serta memersuasi publik. Dengan begitu publik diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi.

Menangani permasalahan tersebut, tidak berlebihan jika dalam hal ini yang menjadi isu sentral dalam Humas PT.DI yaitu bagaimana menciptakan lembaga Humas yang mampu menumbuhkan partisipasi aktif publik dalam mengembangkan PT.DI. lebih jauh lagi bagaimana Humas PT.DI dapat membangun rasa aman pada publiknya, khususnya terhadap karyawannya.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
1.1.  Kesimpulan

Setelah membahas berbagai hasil temuan dan analisis data, serta berbagai kajian terhadap berbagai literatur, maka dapat disimpulkan:
1. Humas PT.DI, dalam mengembangkan atau membina hubungan baik dengan publik pasca PHK massal, belum sepenuhnya membuat perencanaan manajemen komunikasi strategik.
2. Karena Humas PT.DI tidak membuat matriks perencanaan manajemen komunikasi strategik, maka dalam pelaksanaan pembinaan hubungan baik dengan publik pasca PHK massal, Humas PT.DI banyak melaksanakan hal-hal yang sifatnya umum, insidental, tidak sistematik, dan kurang terorganisir.
1.2.  Saran
1. Agar PT.DI lebih meningkatkan sumber daya manusianya, khususnya praktisi Humasnya. Misalnya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus.
2. Menjadikan Humas sebagai trend setter (pembuat kecenderungan atau pencipta kondisi) yang mampu menciptakan tema-tema baru yang konstruktif.
3. Melakukan riset Humas. Riset tidak selalu harus berkaitan dengan biaya dan waktu yang besar. Bisa juga dengan melakukan focus group discussion, evaluasi, opini publik dan sebagainya.

4. Iklim kondusif bagi pengembangan kreativitas insan-insan Humas PT.DI.
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